GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran ¢ 1 (satu).
GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa pengeblaan teknologi informasi dan komunikasi di
lingkungan Pemerintah Provinsi Papua saat ini masih bersifat
sektoral, sehingga perlu adanya upaya pengintegrasian dalam pola

pengembangan dan dukungan kebijakan Teknologi informasi yang
baru, terpadu dan lintas sektoral;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi,

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun'2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang
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